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PENDAHULUAN



AMANAT TERKAIT 

REFORMASI STRUKTURAL DAN PERCEPATAN  

TRANSFORMASI EKONOMI 

Menyediakan lapangan kerja 

sebanyak-banyaknya bagi 

para pencari kerja 

Memudahkan masyarakat, 

khususnya Usaha Mikro Kecil 

(UMK), untuk membuka usaha 

baru 

Mendukung upaya 

pencegahan dan 

pemberantasan korupsi

KEBIJAKAN JASA KONSTRUKSI

V Kemudahan Perizinan Berusaha

V Perkuatan Masyarakat Jasa Konstruksi 

V Efisiensi, Transparansi, Dan Akuntabilitas PBJ

V Infrastruktur  Berkualitas

V Perkuatan Rantai Pasok Jasa Konstruksi



Se 21

Kep  DirJen  Bina Konstruksi  
Nomor   144/KPTS/DK/2022  
Standar  Skema Sertifikasi  

Badan Usaha Jasa Konstruksi  

Permen  PUPR Nomor  8 Tahun  2022 
tentang  Tata Cara Pelaksanaan  

Pemenuhan  Sertifikat  Standar  Jasa 
Konstruksi  Dalam  Rangka  

Mendukung  Kemudahan  Perizinan  
Berusaha  Bagi  Pelaku  Usaha Jasa 

Konstruksi

Permen  PUPR Nomor  6 Tahun  
2021  Tentang  Standar  Kegiatan  

Usaha Dan Produk  Pada 
Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  

Berbasis  Risiko  Sektor  PUPR

se21
Kep  DirJen  Bina Konstruksi  Nomor   

89/KPTS/DK/2021 Tentang  Penetapan  
Standar  Skema Sertifikasi  Badan 

Usaha Jasa Konstruksi  

SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2021
Tentang Tata Cara Pemenuhan  Persyaratan  
Perizinan  Berusaha , Pelaksanaan  Sertifikasi  

Kompetensi  Kerja  Konstruksi , dan 
Pemberlakuan  Sertifikat  Badan Usaha Serta 

Sertifikat  Kompetensi  Kerja  Konstruksi

JAMINAN 
MUTU 

PELAYANAN

Asosiasi  Terakreditasi
V Pengembangan  usaha  berkelanjutan
V Pengembangan  keprofesian  berkelanj

utan

Wakil Masyarakat Jasa Konstruksi   dalam  LPJK
V Unsur  Pengurus
V Pemilihan  Pengurus  bersama  DPR

Tidak  berlaku  dengan  terbitnya  PerMen  PUPR No 8 Tahun  2022

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI



PERBANDINGAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI BADAN USAHA

PENGATURAN

1. UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

2. PP No 28/2000 JO PP 4/2010 JO PP 92/2010 tentang Usaha dan 

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

3. PerMen PUPR No 8/2011 tentang Subklasifikasi Dan 

Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

4. PerMen PUPR No 8/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan 

USBU dan USTK

5. PerLem LPJK Nomor 03 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan 

Registrasi Usaha Jasa Pelaksana

6. PerLem LPJK Nomor 04 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan 

Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas

1. UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

2. PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

3. PP No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP No 22/2020

4. PerMen PUPR No 6/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan 

Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Sektor PUPR

5. PerMen PUPR No 8/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka 

Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa 

Konstruksi

6. SK DirJen Bina Konstruksi No 144/Sk/DK/2022 tentang Standar 

Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi 

SEMULA MENJADI

KELEMBAGAAN

Dalam proses penerbitan Sertifikat Badan Usaha:

Á Asosiasi Badan Usaha / Asosiasi Profesi: melaksanakan 

Verifikasi dan Validasi Awal (VVA)

Á LPJKN dan LPJKP melalui USBU: Melaksanakan Sertifikasi 

(SBU)

Dalam proses penerbitan Sertifikat Badan Usaha:

Á LSBU : melaksanakan sertifikasi badan usaha

Á LPJK: melaksanakan penomoran dan pencatatan SBU/SKK-K

SPM

LAYANAN

SBU : Durasi VVA + 5 Hari kerja SBU Konstruksi : 15 Hari kerja

Pengajuan SBU            : Melalui Asosiasi & LPJK Pengajuan SBU            : Melalui OSS

KEWAJIBAN

SBU

Pemilik SBU wajib:

Á Melakukan registrasi untuk persubklasifikasi;

Á Dilakukan periodik pertahun;

Á Berbayar.

Pemilik SBU wajib:

Á Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan

Á Melakukan pencatatan pengalaman.
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PERATURAN PEMERINTAH 

NO.5 TAHUN 2021
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IMPLEMENTASI RBA DALAM UU CIPTA KERJA

ÅMendukung penciptaan lapangan kerja melalui 

pemberian kemudahan usaha untuk UMKM dan 

peningkatan investasi

RBA ð RISK BASE APPROACH

ÅMeminimalisir jumlah perizinan berusaha 

sehingga perizinan lebih sederhana

ÅPerizinan berusaha ditentukan berdasarkan 

tingkat risiko yang akan ditimbulkan (level of 

initial risk)

PRINSIP RBA PERIZINAN BERUSAHA

ÅIntensitas Pelaksanaan Pengawasan Berdasarkan 

Tingkat Risiko 

PRINSIP RBA PENGAWASAN

Sumber: Kemenko Perekonomian

TINGKAT RISIKO
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan

berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha

dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis

perizinan berusaha . Berikut adalah pembagian

tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusahanya :

TINGKAT RISIKO PERIZINAN BERUSAHA

RISIKO RENDAH (R) Nomor  Induk  Berusaha  
(NIB)

RISIKO MENENGAH 
RENDAH (MR)

Nomor  Induk  Berusaha  
(NIB) dan Sertifikat  Standar  
(SS) berupa  Pernyataan  
Mandiri

RISIKO MENENGAH TINGGI 
(MT)

Nomor  Induk  Berusaha  
(NIB) dan Sertifikat  Standar  
(SS) yang harus  diverifikasi  
oleh K/L/D

RISIKO TINGGI 
(T)

Nomor  Induk  Berusaha  
(NIB), Izin  yang harus  
disetujui  oleh K/L/D, 
dan/ atau  Sertifikat  Standar  
(SS) jika  dibutuhkan



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I

PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 

tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

PROSES PENYUSUNAN 
PERIZINAN

Perizinan  Berusaha berdasarkan  KBLI 2020 telah  disusun  
dibawah  koordinasi  Kementerian  Koordinator  Bidang  
Ekonomi,  BPS, dan BSN dengan  melibatkan  semua 
kementerian  /  lembaga  terkait  dengan  tahapan  meliputi :
1. Pembahasan  Analisis Risiko Berusaha Internal  

Kementerian ;
2. Koordinasi  dengan  K/L beririsan ;
3. Konsensus dengan  Pengampu  K3L;
4. Konsensus dengan  Pelaku Usaha; dan
5. Pengesahan.

KBLI 2020

KBLI (Klasifikasi Baku Usaha Indonesia)  adalah  
klasifikasi  rujukan  yang  digunakan  untuk  
mengklasifikasikan  aktivitas/kegiatan  ekonomi  
Indonesia  ke dalam  beberapa  lapangan  
usaha/bidang  usaha yang  dibedakan  berdasarkan  
jenis kegiatan  ekonomi  yang  menghasilkan  
produk/output  baik  berupa  barang  maupun  jasa.

KBLI DAN SUBKLASIFIKASI
BIDANG KONSTRUKSI

Terdapat  1790 klasifikasi  usaha pada  KBLI 2020, 
termasuk  didalamnya  terdapat  66+ 2 KBLI untuk  rujukan  
berusaha  di  Bidang  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  
Rakyat. Dari  66 KBLI terdapat  130 Subklasifikasi  Usaha 
Jasa Konstruksi .

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 
BERDASARKAN KBLI 2020



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

Pasal 80 s.d. Pasal 81

SUBSEKTOR

JASA KONSTRUKSI

SUMBER DAYA AIR

BINA MARGA

Jasa Konsultansi Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

tidak memiliki Perizinan 
Berusaha yang ditetapkan 
berdasarkan hasil analisis 
tingkat Risiko. 

Tingkat Risiko:

MENENGAH TINGGI

Perizinan Berusaha Penunjang:
Å Sertifikat Badan Usaha (SBU) 

Konstruksi; 
Å Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) 

Konstruksi; 
Å Registrasi kantor perwakilan Badan 

Usaha Jasa Konstruksi Asing 
(BUJKA); 

Å Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan 
Usaha jasa konstruksi; 

Å Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi 
jasa konstruksi; 

Å Izin Penggunaan Sumber 
Daya air. 

Å Izin Pemanfaatan dan Penggunaan 
Bagian Jalan (Ruang Milik Jalan); 

Å Izin Pemanfaatan dan Penggunaan 
Bagian-bagian Jalan Tol 

KBLI



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I

PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 

tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
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SUBKLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Jenis Usaha Sifat Usaha Klasifikasi
Sub-

klasifikasi
TOTAL

Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum 1. Bangunan Gedung (BG)
2. Bangunan Sipil (BS)

9
20

29

Bersifat Spesialis 1. Persiapan (PL)
2. Penyewaan Peralatan (PA)
3. Konstruksi Khusus (KK)
4. Konstruksi PraPabrikasi (KP)
5. Instalasi (IN)
6. Penyelesaian Bangunan (PB)

8
1
16
2
14
11

52

Pekerjaan Konstruksi 
Terintegrasi

-
1. Bangunan Gedung (GT)
2. Bangunan Sipil (ST)

8
11

19

Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum 1. Arsitektur (AR)
2. Rekayasa (RK)
3. Rekayasa Terpadu (RT)
4. Arsitektur Lansekap dan Perencanaan Wilayah (AL)

3
5
3
4

15

Bersifat Spesialis 1. Konsultansi Ilmiah dan Teknis (IT)
2. Pengujian dan Analisis Teknis (AT)

8
7

15

Usaha Orang Perseorangan - - 6

TOTAL KESELURUHAN 130



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I

PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 

tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA

PERMOHONAN 
PERIZINAN 
BERUSAHA

Pelaku 
Usaha

PENGAJUAN
PB-UMKU

PENGISIAN DATA 
DAN DOK

UPLOAD 
PERSYARATAN/ 

STANDAR/ AJUKAN 
PB- UMKU

NIB + 

SS (verified)

MELENGKAPI 
PERSYARATAN di 

Portal Perizinan PUPR

PEMROSESAN 
UMKU DI PUPR/ 

LPJK

DOKUMEN 
UMKU TERBIT

OSS

Syarat/standar PB-UMKU terdiri atas:
1. Lisensi LSBU/LSP
2. SBU
3. SKK KONSTRUKSI

Sistem di 
OSS

Sistem di PB 
UMKU OSS 
terintegrasi 

dgPUPR

VERIFIKASI OLEH 
K/L/D

SUBSEKTOR JASA 
KONSTRUKSI

Risiko Menengah 
Tinggi (MT)

NIB + 

SS (verified)

API

LSBU / LSP

NIB + 
SS (unverified)

SBU/SKKK/
LISENSI

SSO dengan 
PORTAL 
PUPR 

-
SIJKT

API



DKSDK-DJBK

PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR JASA KONSTRUKSI(1/2)

Å Sesuai dengan ketentuan PP 5/2021, Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan 
penetapan tingkat Risiko. Perizinan Berusaha 
subsektor Jasa Konstruksidiklasifikasikan dengan 
tingkat risiko Menengah Tinggi, sehingga dokumen 
Perizinannya berupa NIBdan Sertifikat Standar 
terverifikasi.

Perizinan Berusaha 
subsektor Jasa 

Konstruksi

Ç NIB; dan
Ç Sertifikat Standar (verified).

PP 5/2021

Perizinan Berusaha subsektor Jasa Konstruksi

NIB

Sertifikat Standar

Belum Terverifikasi

Sudah Terverifikasi

Disetujui melalui Proses 
Verifikasi dan Persetujuan

Disetujui secara otomatis 
(Fiktif Positif)

Berdasarkan surat Direktur Kelembagaan dan Sumber 
Daya Konstruksi Nomor BK0404-Kd/1027 tanggal25 
Mei 2023, Sertifikat Standaryang disetujui secara 
otomatis oleh Sistem OSS (Fiktif Positif)kedudukannya 
samaseperti Sertifikat Standar terverifikasiyang 
dilakukan melalui proses verifikasi dan persetujuan.



DKSDK-DJBK

PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR JASA KONSTRUKSI(2/2)

Contoh tangkapan layar 
άaŜƴǳƴƎƎǳ ±ŜǊƛŦƛƪŀǎƛ 
tŜǊǎȅŀǊŀǘŀƴέ

Contoh tangkapan layar 
ά.ŜƭǳƳ aŜƭŜƴƎƪŀǇƛ tŜǊǎȅŀǊŀǘŀƴέ

Pasal 56 ayat (5) Permen PUPR 8/2022
Å BUJK yang telah memiliki SBUsebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) namun izin usaha 
Jasa Konstruksi belum efektif, tetap dapat 
mengikuti pemilihan penyedia Jasa 
Konstruksi dan pengikatan kontrak Jasa 
Konstruksi dengan menyampaikan NIB dan 
SBU yang masih berlaku.

Pasal 56 ayat (6) Permen PUPR 8/2022
Å BUJK yang telah memiliki NIB namun 

Sertifikat Standar sedang dalam proses 
verifikasidan persetujuansebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), tetap 
dapat mengikuti pemilihan penyedia dan
pengikatan kontrak Jasa Konstruksi dengan 
menyampaikan NIB, SBU yang masih 
berlaku, serta bukti tangkapan layar laman 
OSSbahwa Sertifikat Standar sedang 
menunggu verifikasi persyaratan.

Setelah melakukan  pemenuhan 
persyaratan (upload SBU)



DKSDK-DJBK

PERIZINAN BERUSAHA YANG TELAH TERPENUHI

Memiliki SS 
Terverifikasi

Memiliki NIB

Memiliki SS 
Belum 

Terverifikasi

Memiliki NIB

Tangkapan Layar 
άaŜƴǳƴƎƎǳ 
±ŜǊƛŦƛƪŀǎƛέ

&

A
ta

u

A
ta

u

Memiliki SBU 
Lama yang masih 

berlaku

Memiliki NIB

Belum Terverifikasi



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I

PERATURAN PEMERINTAH NO 14 TAHUN 2021 

tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
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SERTIFIKAT STANDAR 
SUBSEKTORJASA KONSTRUKSI

Pasal 99 s.d. Pasal 101

Sertifikat Standar Perizinan Berusaha subsektor jasa 
konstruksi dipenuhi dengan: 

ÅSBU Konstruksi wajib dimiliki oleh BUJK 
yang menyelenggarakan layanan jasa 
konstruksi. 

ÅSBUKonstruksiditerbitkanmelaluisuatu
proses sertifikasi dan pencatatan oleh
menteriPUPRmelaluiSIJKT.

ÅBUJKmengajukanpermohonankepada
menteri PUPR melalui Lembaga
Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)untuk
mendapatkanSBUKonstruksi.

ÅSBU Konstruksi berlaku untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang, serta dapat dilakukan
perubahan.

ÅSBUKonstruksiyangakandiperpanjang
wajib diajukan sebelum habis masa
berlakunya.

SBU Konstruksi

ÅSKK Konstruksi wajib dimiliki tenaga 
kerja konstruksi.

ÅSKK Konstruksi diterbitkan melalui uji 
kompetensi sesuai dengan standar 
kompetensi kerja.

ÅPelaksanaan uji kompetensi 
dilaksanakan oleh LSP bidang konstruksi.

ÅSertifikasi SKK Konstruksi dicatat oleh 
menteri PUPR melalui SIJKT

ÅSKK Konstruksi berlaku untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang, serta dapat dilakukan 
perubahan.

ÅSKK Konstruksi yang akan diperpanjang 
wajib diajukan sebelum habis masa 
berlakunya.

SKK Konstruksi

ÅLisensi wajib dimiliki oleh Lembaga 
Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 
bidang Konstruksi

ÅLebih lanjut terkait lisensi diatur
dalam PP 14/2021 tentang
PerubahanPPtentangJasaKonstruksi

Lisensi



DKSDK-DJBK

SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI(Perubahan)

SBU

diterbitkan LPJK

(sebelum UU Cipta Kerja)

diterbitkan OSS

(setelah UU Cipta Kerja)

Å Sesuai dengan ketentuan Permen PUPR 8/2022 Pasal 
56, SBU (sebelum UU Cipta Kerja) yang diterbitkan 
LPJK Nasional dan LPJK Provinsi serta Tim 
Penyelenggara Sertifikasi, tetap berlaku sampai 
berakhir masa berlakunya.

Å BUJK atau Pemohon yang melakukan perubahan
kualifikasi SBUpada suatu subklasifikasidan/atau 
pada subklasifikasi yang setara, wajib menyatakan 
bahwa SBU yang terdahulu tidak berlaku lagi karena 
telah berubah kualifikasi.

Å BUJK yang memiliki SBU dengan kualifikasi lebih dari 
1 (satu) pada subklasifikasi yang sama atau setara, 
wajib memilih SBU dengan kualifikasi yang akan 
digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.

SBU sebelum UU Cipta Kerja

SBU setelah
UU Cipta 

Kerja



PENENTUAN KUALIFIKASI BADAN USAHA  USAHA

Å Dibuktikan  dengan  rekaman  kontrak  kerja  
konstruksi  yang disahkan  oleh pemilik  
pekerjaan  dan telah  tercatat  sebagai  
pengalaman  badan usaha .

Å Didasarkan  pada perolehan  pekerjaan  dalam  
masa berlakunya  SBU Konstruksi .

Å Untuk  KSO laporan  penjualan  tahunan  
dipisahkan  sesuai  dengan  porsinya

Å Dilakukan  terhadap  akumulasi  penjualan  
tahunan  sejenis

Å Kemampuan  keuangan  diperoleh  dari  nilai  
total ekuitas  pada neraca  keuangan  BUJK, 
untuk  BUJK kualifikasi  kecil ; dan neraca  
keuangan  BUJK hasil  audit kantor  akuntan  
publik  yang teregistrasi  sesuai  dengan  
ketentuan  peraturan  perundang -undangan , 
untuk  BUJK Kualifikasi  menengah  dan besar .

Å Bila  ekuitas  dinyatakan  dalam  mata  uang 
asing  maka  dikonversi  sesuai  kurs  pada 
tanggal  pengajuan

Å Memenuhi  persyaratan  minimal yang 
terdiri  atas  jumlah  tenaga  kerja ; kualifikasi  
tenaga  kerja ; dan jenjang  tenaga  kerja , 
dibuktikan  dengan  kepemilikan  SKK utk  
setiap  subklasifikasi

Å Tenaga kerja  meliputi  1) PJBU; 2) PJTBU; 3) 
PJSKBU.

Å Memenuhi  persyaratan  minimal jumlah  
peralatan  utama  untuk  setiap  subklasifikasi .

Å Wajib  disediakan  Pelaku  Usaha paling lama 
30 (tiga  puluh ) hari  kalender  sejak  SBU 
Konstruksi  diterbitkan .

Å Dikecualikan  untuk  Jasa Konsultansi

Penjualan  Tahunan Kemampuan  Keuangan

Ketersediaan  Tenaga Kerja  
Konstruksi

Kemampuan  dalam  Penyediaan  
Peralatan  Konstruksi

berdasarkan  MEKANISME SERTIFIKASI yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan melakukan penilaian  kelayakan  terhadap

PP NOMOR 5 TAHUN 2021
PASAL 85 AYAT (1)



KEWAJIBAN BADAN USAHA

KEWAJIBAN PELAKU 

USAHA (UMUM)

Usaha Orang 

Perseorangan
BUJKN KP BUJKA

BUJK 

PMA

Laporan Kegiatan Usaha 

Tahunan

V V V V

Pencatatan Pengalaman V V V V

Penilaian Kinerja* - V V V

Pemenuhan 

Kemampuan Penyediaan 

Peralatan**

- V V V

Pelaporan Penggantian 

PJBU/PJTBU/PJSKBU

- V V V

KEWAJIBAN KHUSUS KP BUJKA:

a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara 

dengan kualifikasi besar; 

b. menempatkan warga negara Indonesia sebagai 

pimpinan tertinggi; ă terdapat relaksasi (Pasal 84)

c. membentuk KSO dengan BUJKN dan memenuhi kriteria 

teknis KSO; 

d. mengutamakan penggunaan material dan teknologi 

konstruksi dalam negeri; 

e. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan 

lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;

f. melaksanakan proses alih teknologi; 

g. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia 

daripada tenaga kerja asing; dan

h. mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga 

kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis 

paling rendah dua tingkat di bawah jabatan tenaga kerja 

asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai. 

KEWAJIBAN KHUSUS BUJK PENANAMAN MODAL ASING

a. membentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal antara 

BUJK penanam modal asing dengan BUJKN kualifikasi besar; dan

b. mengikuti ketentuan struktur permodalan dan kriteria teknis penanam modal.

*kecuali BUJK kualifikasi Kecil

** kecuali BUJK dengan kegiatan usaha jasa konsultansi konstruksi



LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN

USAHA ORANG PERSEORANGAN DAN BUJK KUALIFIKASI KECIL:
a. data usaha orang perseorangan  atau badan usaha
b. data kewajiban  pelaksanaan  berusaha

Rincian isian laporan kegiatan usaha tahunan tercantum pada 
Lampiran IB Permen PUPR No 6 Tahun 2021

BUJK KUALIFIKASI MENENGAH, BESAR, DAN BERSIFAT SPESIALIS:
a. data kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha
b. data kinerja  manajemen  Perusahaan
c. data kinerja  proyek

AUJK

Laporan kegiatan usaha tahunan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur 
Jenderal paling lambat tanggal 30 bulan April tahun berikutnya т rapermen PUB silapta.pu.go.id/aujk_v3

Pemetaan nilai kinerja untuk 
BUJK M/B/Spesialis

Asosiasi Badan Usaha 
melaksanakan kegiatan PUB

CATATAN



SANKSI

Setiap Pelaku Usaha dapat dikenai sanksi administratif atas 
pelanggaran terhadap kewajiban:
Å melaporkan setiap penggantian tenaga kerja konstruksi, 
Å memenuhi persyaratan minimal jumlah peralatan utama untuk 

setiap subklasifikasi, 
Å memiliki dan memperpanjang SBU Konstruksi bagi BUJK; 
Å memiliki dan memperpanjang SKK Konstruksi bagi tenaga kerja 

konstruksi; 
Å menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan melalui aplikasi 

usaha jasa konstruksi Sistem Informasi jasa konstruksi 
terintegrasi; 

Å melakukan pencatatan pengalaman badan usaha dan usaha 
orang perseorangan; 

Å memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan bagi kantor perwakilan 
BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing 

Sanksi administratif berupa :
a. peringatan;
b. pengenaan denda 

administratif;
c. penghentian sementara 

kegiatan berusaha;
d. daftar hitam; dan/atau
e. pencabutan Perizinan 

Berusaha.

Å Huruf a s.d. d diberikan oleh menteri PUPR
Å Huruf e diberikan oleh lembaga OSS atas 

rekomendasi menteri PUPR
Å Pencabutan perizinan dipublikasikan di OSS 

dan AUJK
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PERATURAN MENTERI PUPR 

NO.8 TAHUN 2022



1

2

LATAR BELAKANG

Adanya masa pandemi  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia 
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang 

Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tindak lanjut dari Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko belum  dapat  dilaksanakan  sepenuhnya

TUJUAN
Memberikan kemudahan/relaksasi perizinan berusaha berbasis risiko 

sektor PUPR subsektor jasa konstruksi

ACUAN NORMATIF
Surat Kemenko Perekonomian  No EODB-
196/SES.M.EKON/04/2022 
Tanggal 1 April 2022

PP 5 Tahun 2021 Pasal 561
Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak  mengatur, tidak  lengkap, tidak  
jelas , dan/atau adanya stagnasi  pemerintah , Menteri /kepala Lembaga, gubernur, bupati/wali kota, 
Administrator KEK , atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB dapat melakukan diskresi untuk megatasi 
persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintah terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko
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STRUKTUR 
PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 

2022

BAB III SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA 
KONSTRUKSI

BAB IV LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI 
BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

BAB I KETENTUAN 
UMUM

BAB II SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA 
KONSTRUKSI

BAB V LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI 
PROFESI KONSTRUKSI

23

59 Pasal 6 Bab 13 Lampiran

1. Nilai Aset untuk BUJK Spesialis
2. Bidang Keilmuan PJSKBU untuk masing-masing Subklasifikasi 

Usaha Jasa Konstruksi
3. Ketentuan Jenis Peralatan Utama
4. Standar Dokumen Penerapan SMAP
5. Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi BUJK
6. Kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan
7. Format Penomoran SKK-K dan Penomoran Registrasi SKK-K
8. Alur Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi
9. Alur Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi 

oleh LSP yang Bekerja Sama dengan Unit Pelaksana Teknis
10. Alur Tata Cara Pelaksanaan Lisensi LSBU Jasa Konstruksi
11. Alur Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha LSP 

melalui Sistem OSS
12. Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha Subsektor 

Jasa Konstruksi melalui sistem OSS 
13. Acuan Penyetaraan Subklasifikasi dan Klasifikasi KBLI 2015  

menjadi Subklasifikasi KBLI 2020



RELAKSASI SERTIFIKAT BADAN USAHA
PEMENUHAN DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN SBU

Ketentuan  sesuai :
1. PP No 5 Tahun 2021
2. Permen PUPR No 6 Tahun 2021
3. SE Menteri PUPR No.21 Tahun 

2021 huruf G angka 2d

1

Relaksasi sesuai :
Permen PUPR No 8 Tahun 2022 
Pasal 4 ayat 3c dan 3d

Penjualan 
Tahunan

Kemampuan 
Keuangan

Ketersediaan
TKK

Penyediaan 
Peralatan
Konstruksi

Penerapan 
SMM

Penerapan 
SMAP

Penjualan 
Tahunan

Kemampuan 
Keuangan

Ketersediaan
TKK

Penyediaan 
Peralatan
Konstruksi

KTA Asosiasi
Terdaftar di

LPJK

Penerapan 
SMAP



PP No 5 Tahun  2021

Permen  PUPR No 8 Tahun  2022

KETERSEDIAAN TKK2

RELAKSASI SERTIFIKAT BADAN USAHA

R
E
L
A
K
S
A
S
I

TKK yang merangkap sebagai PJSKBU dapat  merangkap 
paling  banyak 5 (lima) Subklasifikasi  dalam  1 (satu) 
Klasifikasi  atas 1 (satu) BUJK - Pasal 13 ayat 5

Å Ketersediaan  TKK harus memenuhi  syarat  minimal  
jumlah  tenaga kerja , kualifikasi , dan jenjang yang 
dibuktikan  dengan kepemilikan  SKK

Å TKK meliputi  PJBU, PJTBU, PJSKBU merupakan  
tenaga tetap  badan usaha yang tidak  boleh  
merangkap  jabatan  pada badan usaha lain  
(sehingga tidak  dapat  mengikuti  pemilihan  
penyedia  jasa dan pengikatan  kontrak  jasa 
konstruksi ) т Pasal 88 ayat 1 s.d. 3

Dalam hal persyaratan  jenjang PJSKBU untuk  BUJK 
kualifikasi  kecil  belum  dapat  dipenuhi , PJSKBU dapat  
dijabat  oleh TKK lulusan  sekolah  menengah atas dengan 
pengalaman  paling  sedikit  4 (empat ) tahun  atau sekolah  
menengah kejuruan  dengan pengalaman  paling  sedikit  3 
(tiga) tahun  di bidang Jasa Konstruksi  - Pasal 13 ayat 7

BUJK yang telah  memiliki  SBU dengan PJTBU dan/atau 
PJSKBU yang sedang menjabat  sebagai PJTBU atau 
PJSKBU pada BUJK lain,  SBU dinyatakan  sah digunakan 
untuk  mengikuti  pemilihan  penyedia  dan pengikatan  
kontrak  Jasa Konstruksi  - Pasal 56 ayat 7

BUJK sebagaimana dimaksud  pada ayat (7) wajib  
melakukan  penggantian  PJTBU dan/atau PJSKBU sesuai  
peraturan  perundang-undangan sampai  dengan 31 
Desember  2022 - Pasal 56 ayat 8



PP No 5 Tahun  2021
Permen  PUPR No 8 Tahun  2022

PENYEDIAAN PERALATAN3

RELAKSASI SERTIFIKAT BADAN USAHA

R
E
L
A
K
S
A
S
I

Å Kemampuan  dalam  penyediaan  peralatan  
konstruksi  harus memenuhi  persyaratan  paling  
sedikit  jumlah  peralatan  utama  untuk  setiap  
subklasifikasi

Å Pemenuhan komitmen  penyediaan  peralatan  
konstruksi  dilakukan  dengan menyampaikan  bukti  
kepemilikan  kepada LSBU yang melakukan  
penilaian  kelayakan  atas SBU Konstruksi  
dimaksud  paling  lama 30 hari  kalender  setelah  
diterbitkannya  SBU Konstruksi  

т Pasal 89

Å Penyediaan peralatan  konstruksi  dapat  berupa 
milik  sendiri  yang dibuktikan  dengan hak milik  
atau sewa yang dibuktikan  dengan adanya bukti  
sewa paling  sedikit  1 (satu) tahun .

Å Jenis peralatan  yang sama dapat  digunakan  untuk  
subklasifikasi  lain  dalam  1 (satu) klasifikasi  yang 
sama.

Å Peralatan  harus tercatat  pada SIJKT.
Å Rincian jenis  peralatan  pada Lampiran  Permen.
Å Pengujian peralatan  konstruksi  belum  dapat  

dilakukan  oleh instansi  yang membidangi  
ketenagakerjaan  di pemerintah  daerah provinsi , 
BUJK dapat  menggunakan surat  pernyataan  
kelayakan  - Pasal 14 ayat 3, 7, 8, 9,11



SE Menteri PUPR No 21 Tahun 2021

Permen PUPR No 8 Tahun 2022

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)4

RELAKSASI SERTIFIKAT BADAN USAHA

R
E
L
A
K
S
A
S
I

Penerapan sistem  manajemen  anti  penyuapan 
dapat  dibuktikan  dengan: 
a. sertifikat  penerapan  sistem  manajemen  anti  

penyuapan yang diterbitkan  oleh lembaga 
sertifikasi  terakreditasi ;

b. dokumen  sistem  manajemen  anti  
penyuapan; atau

c. surat  pernyataan  komitmen  memenuhi  
kelengkapan  persyaratan  dokumen  
penyelenggaraan sistem  manajemen  anti  
penyuapan paling  lambat  1 (satu) tahun  
untuk  BUJK kualifikasi  besar, paling  lambat  2 
(dua) tahun  untuk  BUJK kualifikasi  
menengah dan spesialis , dan paling  lambat  
3 (tiga) tahun  untuk  BUJK kualifikasi  kecil .

- Pasal 15 ayat 1

Pemohon menyampaikan  data Sistem Manajemen  

Mutu  dan Sistem Manajemen Anti  Penyuapan untuk  

pemenuhan  persyaratan  sertifikasi  badan usaha yang 

belum  tercatat  dalam SIJK Terintegrasi  т Huruf G angka 

2

Lembaga sertifikasi terakreditasi yang menerbitkan dokumen SMAP merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah 
diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi 
anggota International Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)  atau forum lain yang 
diakui sebagai Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA) untuk skema akreditasi SMAP

Catatan
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PENGENAAN SANKSI



Konsultasi  Publik Pengenaan Sanksi Administratif

Dihadiri  oleh  186 Peserta  
yang  terdiri  atas  
pimpinan  LSBU, 
pimpinan  Asosiasi  
Badan  Usaha  Jasa 
Konstruksi , dan  Internal  
Kementerian  PUPR  
termasuk  (BP 2JK) dan  
LPJK .

97 Peserta (52.2%) menjawab penerapan 

sanksi dilakukan 6 (enam) bulan kedepan 

(mulai bulan Januari 2024);

52 Peserta (28%) menjawab penerapan 

sanksi dilakukan 3 (tiga) bulan kedepan 

(mulai bulan Oktober 2023); dan

37 Peserta (19.9%) menjawab penerapan 

sanksi dilakukan sekarang.

Alasan  penundaan  pemberian  sanksi  administratif  :
a. mempertimbangkan  persiapan  tender dini   TA 2024
b. masih  memerlukan  sosialisasi  dan penyesuaian  dengan  

adanya  perubahan  regulasi
c. menyesuaikan  perangkat  pelaporan  di SIJK

Menindaklanjuti  masukan , DKSDK  telah  berkoordinasi  
dengan  LPJK  dalam  penyiapan  sistem  pelaporan  
pemenuhan  komitmen  peralatan  dan  penerapan  SMAP

PENERAPAN 
SANKSI 

TAHUN 2024



SE MENTERI PUPR NO BK 10 -Mn/75
Pengenaan Sanksi Administratif  Terhadap LSBU dan SBU Jasa Konstruksi  KBLI 

2020 yang Tidak Memenuhi  Persyaratan Perizinan Berusaha

Rangkap jabatan tenaga kerja tetap 
(tidak dilaporkan penggantiannya)

Terlambat melakukan pemenuhan 
persyaratan minimal jumlah peralatan 
utama

Komitmen penerapan SMAP

https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratanPenanyangan sekaligus peringatan tertulis



PEMENUHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI

1) Memiliki TKK (PJTBU dan PJSKBU) yang memiliki Sertifikat 

Kompetensi Kerja Konstruksi

2) TKK (PJBU, PJTBU, dan PJSKBU) tidak rangkap jabatan 

pada badan usaha lain

Penjelasan Pemenuhan TKK sebagai 
PJBU dan PJSKBU



KOMITMEN PEMENUHAN PERALATAN KONSTRUKSI

1) 150.347 SBU (49.314 BU) melebihi waktu 30 hari kalender 
pemenuhan komitmen peralatan (berupa milik sendiri 
maupun sewa)

2) Mekanisme permohonan pencatatan SDPK melalui SIMPK
3) Tata Cara klarifikasi kebenaran dokumen perjanjian sewa 

peralatan oleh pemilik peralatan melalui SIMPK

Pelaksanaan Peninjauan Kembali Terhadap 
Komitmen  Pemenuhan Peralatan  Konstruksi

Sosialisasi /Promosi  

Pencatatan SDPK dan Mekanisme 
Klarifikasi Peralatan Sewa oleh Pemilik 

Peralatan Konstruksi melalui SIMPK
Tanggal 27 Februari 2024 Pencatatan Tata Cara Perbaikan Data dan 

Pemenuhan Komitmen Peralatan Sewa 
melalui Portal Perizinan Berusaha dan 

SIMPK
Tanggal 29 Februari 2024



KOMITMEN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Sertifikat  penerapan  SMAP yang diterbitkan  
Lembaga sertifikasi  terakreditasi  Penerapan SMAP

Penerapan SMAP pada BUJK tanggal 6 Mei 
2024

Dokumen  SMAP 

Lampiran Permen PUPR No 8 Tahun 2022

Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) KPK
jaga.id/kuisprofit?vnk=aad20748
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PENGEMBANGAN USAHA 

BERKELANJUTAN



PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN

Pengembangan Usaha Berkelanjutan (PUB) adalah upaya terus  menerus  yang dilakukan  
untuk  mempertahankan  dan/atau meningkatkan  kemampuan  BUJK supaya mampu 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan sertifikat badan usaha yang dimilikinya  

AmanatUUNo. 2 Tahun2017tentang JasaKonstruksiPasal 37

Bertujuan untuk: 
a. meningkatkan tata kelola dan daya saing BUJK
b. meningkatkan tanggung jawab profesional BUJK terhadap masyarakat 



PENYELENGGARAAN PUB 

ASOSIASI BADAN USAHA

mempertimbangkan
- jumlah anggota
- anggaran
- fasilitas
- instruktur

dapat  bekerjasama  dengan:
- pemerintah pusat 
- pemerintah provinsi
- pemerintah kabupaten/kota
- perguruan tinggi
- lembaga penelitian
- lembaga pelatihan
- asosiasi profesi
- Asosiasi Badan Usaha lain

01 02



PENYELENGGARAAN PUB 

SIFAT BENTUK
PUB UMUM Dilaksanakan kepada seluruh anggota asosiasi Á workshop

Á sosialisasi 
Á kegiatan sejenis

PUB KHUSUS Dilaksanakan:
a) kepada seluruh BUJK kualifikasi kecil
b) berdasarkan hasil pemetaan nilai kinerja penyedia jasa 

tahunan terhadap BUJK kualifikasi menengah, besar, dan 
spesialis

Á pembelajaran tekstual
Á pembelajaran interaktif berbasis 

teknologi informasi jarak jauh
Á bimbingan teknis  
Á pendampingan intensif 



PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN

Asosiasi Badan Usaha menyelenggarakan PUB umum paling sedikit  1 (satu) kali dalam  1 (satu) tahun

PERSIAPAN

1. melakukan  inventarisasi  

kebutuhan  atas  produk  

pengaturan  terbaru

2. menyusun  inisiatif  

mandiri

PELAPORAN

EVALUASI

melakukan  evaluasi  

terhadap  aspek  

penyelenggaraan : (1) 

kualitas  penyelenggaraan ,  

dan  (2) tingkat  pelayanan  

penyelenggara

PELAKSANAAN

1. menentukan  bentuk  

kegiatan  PUB umum

2. apabila  dibutuhkan , 

Asosiasi  Badan  Usaha  

dapat  melakukan  kerja  

sama  dengan  pemangku  

kepentingan  terkait

3. melaksanakan  kegiatan  

PUB umum

T

A

H

A

P

A

N

1. menyusun  laporan  kegiatan ;

2. menyampaikan  laporan  

kegiatan  kepada  Direktur  

Jenderal  dan  Ketua  LPJK  

melalui  SIJKT ;

3. laporan  kegiatan  disampaikan  

paling  lama  14  (empat  belas ) 

hari  kerja  setelah  kegiatan  PUB 

umum  berakhir .

UMUM

CATATAN



ABU 

inventarisasi 
kebutuhan & inisiatif  

mandiri

PUB Umum
pilih bentuk & 

kerja sama

Laporan 

Hasil 
Evaluasi 

SIJKT

persiapan 

pelaksanaan 

pelaporan 

evaluasi 

feedback internal 

PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN UMUM



PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN

Asosiasi Badan Usaha menyelenggarakan PUB khusus untuk BUJK kualifikasi  kecil  paling sedikit  1 (satu) kali dalam  1 (satu) tahun

PERSIAPAN

1. melakukan  pemetaan  

hasil  penilaian  kinerja  

berdasarkan  informasi  

dalam  SIJKT ; 

2. menyusun  daftar  prioritas  

BUJK  yang  harus  

melakukan  PUB khusus  

berdasarkan  nilai  kinerja  

penyedia  jasa  tahunan  

dengan  grade  B-C-D

PELAPORAN

EVALUASI

1. melakukan  evaluasi  terhadap  

aspek  penyelenggaraan : (1) 

kualitas  penyelenggaraan , 

dan  (2) tingkat  pelayanan  

penyelenggara

2. menyusun  profil  

peningkatan  nilai  kinerja  

bagi  BUJK  yang  telah  

melakukan  PUB khusus

PELAKSANAAN

1. menentukan  bentuk  

kegiatan  PUB khusus ;

2. apabila  dibutuhkan , 

Asosiasi  Badan  Usaha  

dapat  melakukan  kerja  

sama  dengan  pemangku  

kepentingan  terkait ; 

3. melaksanakan  kegiatan  

PUB khusus .

T

A

H

A

P

A

N

1. menyusun  laporan  kegiatan ;

2. menyampaikan  laporan  

kegiatan  kepada  Direktur  

Jenderal  dan  Ketua  LPJK  

melalui  SIJKT ;

3. laporan  kegiatan  disampaikan  

paling  lama  14  (empat  belas ) 

hari  kerja  setelah  kegiatan  PUB 

khusus  berakhir .

KHUSUS

CATATAN



BUJK 

SIJKT

ABU 

mengisi penilaian 

kinerja tahunan

Hasil Grade: AAA-

AA-A-B-C-D

pemetaan hasil 

penilaian kinerja  
grade: 

B-C-D

Daftar 

Prioritas 

PUB 

Khusus
pilih bentuk & 

kerja sama

Laporan 

Profil 

Á Pada tahun berikutnya, ABU melakukan evaluasi dengan menyusun profil peningkatan nilai 

kinerja bagi BUJK yang telah melakukan PUB khusus. 

Á Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil penilaian kinerja penyedia jasa 

tahunan pada saat sebelum dan sesudah BUJK mengikuti PUB khusus.

menengah-besar-

spesialis

persiapan 

pelaksanaan 

pelaporan 

evaluasi 

Hasil 

Evaluasi 

feedback internal 

PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN KHUSUS



Materi Modul BUJK Kualifikasi Kecil

Dasar Manajemen Pelaksanaan Proyek

Administrasi Kontrak Konstruksi

Manajemen Keuangan Proyek dan Badan 

Usaha

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Materi Modul BUJK Kualifikasi Menengah, Besar, dan Spesialis

Manajemen Pelaksanaan Proyek

Kemampuan Keuangan

Perkembangan Organisasi

Manajemen Operasi

Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan Sumber Daya Manusia

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN KHUSUS

PUB khusus diselenggarakan sesuai dengan modul peningkatan kinerja badan usaha yang ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Asosiasi Badan Usaha dapat menyusun modul pendukung yang bersifat teknis 



KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

a. mendapatkan hasil 
penilaian kinerja 
penyedia jasa tahunan 
anggotanya melalui 
SIJKT

b. memastikan anggota 
memenuhi 
kewajibannya

a. terselenggaranya 
kegiatan PUB sesuai 
kebutuhan anggotanya

b. tersedianya sumber 
daya untuk 
penyelenggaraan PUB

c. pemantauan pengisian 
laporan kegiatan usaha 
tahunan BUJK

Setiap BUJK mendapatkan 
pembinaan paling sedikit 1 
(satu) kali dalam satu tahun

a. pengisian laporan 
kegiatan usaha tahunan

b. pengisian kinerja 
penyedia jasa tahunan 
untuk BUJK kualifikasi 
menengah, besar, dan 
spesialis.

c. keikutsertaan dalam PUB 
sesuai daftar prioritas 
yang dikeluarkan 
Asosiasi Badan Usaha

d. pemenuhan kewajiban 
sebagai anggota

ASOSIASI BADAN USAHA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

KEWENANGAN KEWENANGANTANGGUNG JAWAB TANGGUNG JAWAB



=TERIMA KASIH

Layanan Konsultasi  Perizinan Berusaha Subsektor  Jasa Konstruksi

        Loket 5 - Ruang Pelayanan Publik  Terpadu Kementerian  PUPR

               (021) 158

               0815 1000 0158 (WA only)
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